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KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
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TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang

Bahwa dalam rangka menjamin tercapainya
Sasaran Visi dan Misi Presiden Terpilih 2020-
2024 Kementerian Kesehatan telah
menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024,
sebagai berikut: 1) Menurunkan angka kematian
ibu dan bayi; 2) Menurunkan angka stunting
pada balita; 3) Memperbaiki pengelolaan
Jaminan Kesehatan Nasional; 4) Meningkatkan
kemandirian dan penggunaan produk farmasi
dan alat kesehatan dalam negeri

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan
yang berkualitas, Inspektorat  Jenderal
menetapkan perencanaan S (lima) tahun,
sebagai penjabaran dokumen Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan di tingkat Eselon I
berupa kegiatan dalam Rencana Aksi Program
yang akan dilakukan

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal



Mengingat

Kementerian Kesehatan tentang Rencana Aksi
Program Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun

2020 - 2024

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata
Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tercantum
dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan.

Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

digunakan sebagai:

a. Pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam
penyusunan perencanaan tahunan

b. Pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam
penyelenggaraan program pengawasan dengan
berdasarkan pada pertimbangan risiko
komprehensif sesuai susunan Register Risiko (Risk
Profile) pada setiap satuan kerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan RI

c. Target kinerja masing-masing inspektorat dengan
melakukan monitoring atas pencapaian kinerja
pengawasan sesuai lingkup binaan yang akan

dilakukan pengawasan .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tercantum
dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan.

Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

digunakan sebagai:

a. Pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam
penyusunan perencanaan tahunan

b. Pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam
penyelenggaraan program pengawasan dengan
berdasarkan pada pertimbangan risiko
komprehensif sesuai susunan Register Risiko (Risk
Profile) pada setiap satuan kerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan RI

c. Target kinerja masing-masing inspektorat dengan
melakukan monitoring atas pencapaian kinerja
pengawasan sesuai lingkup binaan yang akan

dilakukan pengawasan .

Perubahan Rencana Aksi Program Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
ini, dapat dilaksanakan agar sejalan dengan

perubahan lingkungan eksternal maupun internal.



KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

INSPEKTUR JENDERAL,

s

MURTI UTAMI
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RENCANA AKSI PROGRAM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah
upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat
ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor,
serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan
dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana

pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah
yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan
memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,
dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat

kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan
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menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN
2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa
setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa
Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana
Aksi Program Unit Eselon I Sistem Pengendalian Intern harus
diselenggarakan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi yang
mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai
dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan

terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa ditetapkan Sasaran
Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator
Kinerja Kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 pada
Inspektorat Jenderal adalah Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta tercapainya sasaran

Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan.
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Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024
merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan di tingkat Eselon I pada Inspektorat Jenderal yang
berisikan Rencana Pengawasan Tahunan dan Rencana Strategis
untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka pencapaian sasaran

program meliputi:

1. Peningkatan pengawasan internal atas penerapan tata kelola -

manajemen risiko dan pengendalian internal,

2. Peningkatan pengawasan melalui audit investigasi dan

penanganan pengaduan masyarakat,
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan program

Adapun indikator keberhasilan dari sasaran program tersebut adalah

sebagai berikut :

1) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 4 (empat) Program Prioritas Nasional/Program Strategis

di lingkup Kementerian Kesehatan sebanyak 20 rekomendasi.

2) Persentase satker KP/KD yang telah memenuhi predikat
WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional) sebesar 80%.

3) Tingkat kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)
adalah 4

Penyusunan Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024 ini
merumuskan tentang sasaran program pengawasan yang ingin
dicapai setiap tahunnya, yang selanjutnya digunakan untuk
menentukan audit, pemantauan dan evaluasi, reviu laporan
keuangan, reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran, reviu

realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa, reviu RKBMN, reviu
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pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pengawasan program
prioritas kementerian kesehatan, pengawasan program prioritas
kemenkes yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
kesehatan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian serta

pembinaan dan pendampingan terhadap satuan kerja.

B. VISI

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden
terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah
menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni : “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan

Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut,
KementerianKesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan
yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan
berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga
Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial,
produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini,
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan
daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,
adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan
perlindungan sosial mencakup tata Kelola kependudukan, perlindungan
sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas
mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi,
penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar
pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan

ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan
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moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan

kreativitas.

C. MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Dalam
rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”; maka telah ditetapkan 9 (sembilan)
Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya

Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Guna
mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk
penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya
saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan),

N

ook W

Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-
2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka
kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif

untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan

5
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kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal
manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian
ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-

langkah strategis, efektif dan efisien.

Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter
pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka
kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan
penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap

dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan
kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki
keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok
masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun
terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran
dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam

kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan

alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat
kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri
bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan

dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh
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pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis
untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi

dalam negeri.

D. Strategi Pencapaian Misi

Dalam penyusunan rencana kinerja telah dilakukan analisis kerangka

kerja logis (Logical Framework Analysis) sebagai berikut:

et e ey LOGFRAME ANALYSIS PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES
NEEDS

akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan TARGET
INDIKATOR KINERIA 2020 ASUMSI

Nilai nilaian Integritas Internal dan Eksternal A 1. Adanya peran serta seluruh Satker di

£ lingkungan  Kementerian  Kesehatan

dalam mempertahankan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian atas Laporan

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pencapaian Opini Laporan Keuangan Hasil Audit BPK Wwip 2 rm“f‘;ﬁzwh atker Gi
Tata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Indeks Has Penilzian Implementasi Reformasi Brokrasi | | Kategori | | = ~o1° ":" g

Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan BB(79) Hm‘“ i Reformasi Birokras

percayaan masyarakat terhadap
inerja Kementerian Kesehatan
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Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja tersebut di atas maka
ditetapkanlah kegiatan dalam Rencana Aksi Program yang akan

dilakukan guna mencapai sasaran hasil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan internal atas penerapan tata kelola -
manajemen risiko dan pengendalian internal Sasaran kegiatan ini
adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pemerintahan serta tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi
lingkup satker binaan Inspektorat I, II, III, IV. Indikator pencapaian
sasaran tersebut adalah:

a. Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis
di lingkup binaan Inspektorat I sebanyak 1 rekomendasi.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis
di lingkup binaan Inspektorat II sebanyak 1 rekomendasi

c. Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis
di lingkup binaan Inspektorat III sebanyak 1 rekomendasi.

d. Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis
di lingkup binaan Inspektorat IV sebanyak 1 rekomendasi.

e. Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi
minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat I sebesar 80%.

f. Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi
minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat II sebesar 80%.

g. Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi
minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat III sebesar 80%.

h. Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi

minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat IV sebesar 80%.
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Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang
memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.

Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang
memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.

. Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang
memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.

Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang
memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.

. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan
Inspektorat I sebesar 80%.

. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan
Inspektorat II sebesar 75%.

. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan
Inspektorat Il sebesar 75%.

. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan
Inspektorat IV sebesar 85%.

. Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat
I yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai
sebesar 100%.

Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat
II yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai
sebesar 100%.

. Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat
IIl yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai

sebesar 100%
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Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat
IV yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai

sebesar 100%.

. Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat I yang tidak

memiliki catatan halaman IVa sebesar 95%.
Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat II yang tidak

memiliki catatan halaman IVa sebesar 80%.

. Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat III yang tidak

memiliki catatan halaman IVa sebesar 94%.
Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat IV yang tidak
memiliki catatan halaman IVa sebesar 80%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang
memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB"
sebesar 98%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang
memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB"
sebesar 98%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang
memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB"
sebesar 98%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang
memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB"
sebesar 98%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang
mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level
3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang
mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level

3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
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Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang
mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level
3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang
mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level
3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi
informasi lingkup binaan Inspektorat I sebesar 100%.
Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi
informasi lingkup binaan Inspektorat II sebesar 100%.
Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi
informasi lingkup binaan Inspektorat III sebesar 100%.
Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi

informasi lingkup binaan Inspektorat IV sebesar 100%.

Peningkatan pengawasan melalui audit investigasi dan penanganan

pengaduan masyarakat Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya

penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a.

Persentase pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang
ditindaklanjuti sebesar 100%.

Persentase rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu
yang ditindaklanjuti sebesar 75 %.

Jumlah satker yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM

Nasional sebanyak 18 satker.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program Sasaran kegiatan

ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya.
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Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a. Jumlah hasil analisis rekomendasi laporan hasil pengawasan
per program Kementerian Kesehatan sebanyak 40 rekomendasi.

b. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal adalah
56,0.
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BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN PENGAWASAN

A. Arah Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan Pengawasan pada tahun 2020 bertepatan
dengan bergantinya RPJMN periode tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019 ke RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,
sehingga penyusunan Kebijakan Pengawasan yang dilakukan
Inspektorat Jenderal harus mengacu kepada Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2020- 2024. Inspektorat Jenderal
harus menjadi mitra strategis pengelola program sehingga tujuan
pembangunan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai
ketentuan yang berlaku, atau dalam hal ini menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan
lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yaitu proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Salah
satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan
pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), sehingga APIP harus terus melakukan perubahan

dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi
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kementerian negara/lembaga. Hal ini sejalan dengan peran audit
intern yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors
untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko,

pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, hal tersebut dilakukan
melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong
terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
(good corporate governance), memastikan pelayanan publik
dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan, dan
mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai
secara ekonomis, efisien, efektif, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN).

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan
ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat
Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan
efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan
Pengawasan  Intern  terhadap  seluruh  kegiatan  untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang
menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan Pengawasan Intern di Kementerian Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Intern di lingkungan
Kementerian Kesehatan;

b. Pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian
Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantuan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Kesehatan,;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien,
Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan melalui pendekatan:
a. Berdasarkan Teknik Pengawasan
1) Pengawasan langsung.
Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan
di tempat Auditi dan/atau berhadapan langsung dengan

Auditi.

2) Pengawasan tidak langsung.
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang
dilakukan dengan tidak berhadapan langsung dengan Auditi,
dengan melakukan analisis terhadap seluruh laporan yang
disampaikan Auditi kepada Inspektorat Jenderal. Bentuk
pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan secara

elektronik (e-Pengawasan Intern).
b. Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya

1) Pengawasan yang bersifat Mandatory, merupakan kegiatan

pengawasan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh
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Kementerian/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan
yang meliputi reviu pengendalian intern atas pelaporan
keuangan, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan dan
penganggaran, reviu rencana dan kebutuhan barang milik
negara (RKBMN), reviu realisasi anggaran dan Pengadaan
Barang dan Jasa, reviu laporan kinerja, evaluasi SAKIP dan

pemantauan maturitas penyelenggaraan SPIP.

2) Pengawasan yang bersifat Non Mandatory, merupakan
pengawasan yang merupakan kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan, meliputi Audit Kinerja; Pengawasan Pelayanan
Kesehatan Haji; Pengawasan Program Prioritas bidang
kesehatan; Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan,;
Pengawasan berdasarkan Perintah Menteri; Pengawasan atas
pengaduan  masyarakat; Pengawasan dalam = rangka
pencegahan dan pemberantasan korupsi; Pendampingan
Pelaksanaan Program/Kegiatan; serta Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian.

Kebijakan Pengawasan Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk
memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam

melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui:

1. Kegiatan Pokok
a. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan,
katalisator dan quality assurance.
Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan
dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah
agar pelaksanaan  kebijakan/program/kegiatan  tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa
mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Inspektorat Jenderal menerapkan fungsi quality assurance
dengan adanya sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap
perencanaan, pengorganisasian, hingga  pelaksanaan
pengawasan.

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan

upaya:

1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan
prioritas.

2) Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.

3) Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian

Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui :

1) Reviu Laporan Keuangan
Dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan
Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal akan
melaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan.
Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan
keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga
laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).

2) Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Realisasi anggaran yang polanya tidak optimal dimana
realisasi anggaran rendah pada awal tahun dan
menumpuk pada akhir tahun, khususnya belanja modal,
menjadi perhatian serius (agenda setting) pemerintah

karena  telah  berdampak  kepada  perlambatan
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perekonomian nasional. Guna meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah telah
melakukan berbagai upaya, antara lain melalui
government spending atau belanja pemerintah yang terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,
bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Realisasi anggaran belanja modal dan belanja barang
dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa
(PBJ). Presiden telah mengambil kebijakan agar
pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal yaitu sebelum
dokumen anggaran diterbitkan (tender Pra DIPA/Perda
APBD). Untuk mendukung kebijakan Presiden tersebut,
APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat
berperan lebih proaktif menjalankan fungsi early warning
system dan quality assurance dengan cara melakukan
reviu realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa
di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap
entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus
menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK). Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang spesifik
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dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai
bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan
laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis
Risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap
satuan kerja diharapkan dapat tersusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP), sehingga
terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan
berdasarkan bukti (evidence based).

Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menekankan secara
konkrit implementasi perencanaan kebutuhan Barang
Milik Negara (BMN) yang terintegrasi dengan sistem
penganggaran.

Dalam penelitian RKBMN, Pengguna Barang
mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) pada Kementerian/Lembaga bersangkutan untuk
melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan
ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.
Pendampingan/Konsultasi

Pendampingan/Konsultasi dilakukan dalam rangka
memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tidak

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
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serta terciptanya pelaksanaan anggaran yang efektif dan
efisien.

Pendampingan dan konsultasi dalam bentuk/kegiatan
antara lain: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Implementasi Reformasi Birokrasi dan program-program
lainnya.

Khusus Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/
jasa di Inspektorat Jenderal telah dibentuk Tim tersendiri
hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara
tingkat kepercayaan publik dan peserta tender,
meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari
tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam
proses pengadaan barang/jasa, dan menghindari
terjadinya praktik korupsi. Untuk pendampingan dan
konsultasi Pengadaan Barang/Jasa akan diatur sendiri
dalam petunjuk teknis sehingga terjadi pemahaman dan
kesamaan persepsi terhadap ketentuan pengadaan

barang/jasa.

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap
satuan kerja, Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB
melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan. Selain
itu, dilaksanakan pula reviu LAKIP.

e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan

penganggaran Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal
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akan melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-masing unit
utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan
penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan.

Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan
bahwa satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau
saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu,
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai
peran yang sangat penting dalam memantau percepatan
tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat
waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan
melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan
bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan
kepada satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut hasil
audit yang dilakukan secara berkala.

Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) lain

Kerjasama  pengawasan  dilakukan dengan  aparat
pengawasan lain yaitu Inspektorat Jenderal
Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota.

Pengawasan Intern Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
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mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah
satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan
pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK
diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat
digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan DAK Bidang
Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara
teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan/atau
Direktur Rumah Sakit Daerah, maka agar tujuan
pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai,
prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) yakni
transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak duplikasi
dengan sumber pembiayaan lainnya harus menjadi perhatian
dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para
pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan
masyarakat, Kementerian Kesehatan telah memiliki payung
hukum atas pelaksanaan penyelesaian pengaduan
masyarakat tersebut yaitu berdasarkan Permenkes Nomor: 49
tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Permenkes ini memiliki maksud untuk menjadi acuan bagi
Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terpadu di

lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penanganan
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pengaduan masyarakat dan sebagai acuan dalam melakukan
koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Hal ini telah sesuai atau selaras dengan Peraturan Menteri
PAN Nomor PER/05/M.PAN/14/2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah.

Koordinasi Integrasi Program

Dalam rangka mengawal terlaksananya integrasi program
prioritas 2016-2020, maka Inspektorat Jenderal akan
melakukan pengawasan program prioritas Kementerian

Kesehatan. Fokus pengawasannya, yaitu:

1) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2) Program Penurunan Angka Stunting.

3) Program Imunisasi

4) Pengadaan Obat Program

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip

tata kelola yang baik, diantaranya :

1) Keterbukaan/Transparency, yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai organisasi.

2) Akuntabilitas/Accountability, yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan  pertanggungjawaban  organisasi
sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

3) Responsibilitas/ Responsibility, yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-

undangan dan prinsip organisasi yang sehat.
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Independensi/Independency, yaitu organisasi dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi.
Prediktabilitas/ Predictability, yaitu implementasi yang
konsisten dari kebijakan pendukung, peraturan dan
regulasi.

Dinamis/Dynamism, yaitu inovasi atau perubahan positif
dalam tata kelola yang dapat meningkatkan efisiensi

kinerja Inspektorat Jenderal.

Adapun kegiatan untuk menunjang penguatan tata kelola

pemerintahan yang baik, diantaranya:

1)

Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi diantaranya melalui :

a) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui
pendampingan penilaian risiko dan maturitas SPIP di
seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

c) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/306/2014
tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

d) Monitoring Unit Pencegahan dan Pemberantasan

Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Kesehatan
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sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
HK. 02.02/Menkes/ 604/2017.

e) Mengawasi pemberian sponsorship bagi tenaga
kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi
Tenaga Kesehatan.

2) Mengoptimalkan Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

Program Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan implementasi penangaan pengaduan

masyarakat di semua unit organisasi.

Meningkatkan Implementasi Whistle Blowing System (WBS) di

Semua Unit Organisasi.

Meningkatkan Pencegahan Konflik Kepentingan.

Meningkatkan Pelaksanaan SPIP di Unit-unit Organisasi.

Membangun Unit Organisasi Kementerian Kesehatan untuk

Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan Pengawasan Lainnya

a.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan
Peningkatan SDM pengawasan dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat
substansi audit, diklat bersertifikasi, ujian sertifikasi,
seminar, workshop di dalam negeri maupun luar negeri.
Pengembangan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan

Penunjang Pengawasan
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Dalam rangka menghadapi era industri 4.0 pelaksanaan
kegiatan dilakukan dengan teknologi informasi melalui
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan (e-
pengawasan) meliputi: e-puldatawas, e-audit universe, e-
PKPT/SIPISKO, e-reviu (RKA-K/L, PIPK, Laporan Keuangan,
Laporan Kinerja, RKBMN, PAPBJ), e-audit (SIMENDIT), e-
monev (SAKIP, SIPEDIT, SIM-TLHP, Reformasi Birokrasi)
Sosialisasi Bidang Pengawasan

Sosialisasi yang dilakukan mengenai pencapaian program
Inspektorat Jenderal, kegiatan pengawasan maupun program
pencegahan  korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan
menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial,
dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran Hari
Kesehatan Nasional dan Peringatan Hari Anti Korupsi
Sedunia.

Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Satuan
Kerja Badan Layanan Umum (BLU)

Melalui bimbingan teknik (bimtek) dan koordinasi
pengawasan pada satuan kerja BLU diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan
tangan Inspektorat Jenderal pada satuan kerja BLU.

e. Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal
dengan Satuan Kepatuhan Internal sesuai dengan pasal 28
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi :

e pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas SKI oleh
Inspektorat Jenderal untuk menyusun perencanaan

Pengawasan Intern;
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e penyampaian hasil pelaksanaan tugas SKI kepada
Inspektorat Jenderal,;

e pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk
penyusunan rencana pemantauan tahunan SKI

e pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergi
melalui penyusunan Peta Kegiatan Penjaminan Kualitas
antara Inspektorat Jenderal dengan SKI; dan

e pendampingan SKI terhadap sasaran pengawasan dalam
pelaksanaan Pengawasan Intern dan/atau penugasan

tertentu.

f. Peningkatan SDM Pengawasan

Kegiatan peningkatan SDM penunjang dilaksanakan melalui
Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kepegawaian,

Pelayanan Prima, Keuangan, Arsip/Tata Usaha, dll.

B. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

terhadap pelaksanaan program satuan kerja di lingkungan

Kementerian Kesehatan adalah:

1.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas serta
pengendalian intern dan manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kementerian Kesehatan yang akuntabel.

27



Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

C. Sasaran Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tanggal

16 November 2015, sasaran pengawasan di lingkungan Kementerian

Kesehatan antara lain:

1.

Sekretariat Jenderal

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
(Kantor Pusat dan satuan kerja penerima dana Dekonsentrasi).
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan satuan
kerja penerima dana Dekonsentrasi).

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kantor Pusat, Kantor
daerah dan satuan kerja penerima dana Dekonsentrasi).
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan satuan
kerja penerima dana Dekonsentrasi).

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Kantor Pusat dan satuan kerja
penerima dana Dekonsentrasi).

Inspektorat Jenderal
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Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja Inspektorat Jenderal.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
(PPSDM) Kesehatan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan
(Kantor Pusat, Kantor Daerah dan satuan kerja penerima dana

Dekonsentrasi)
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BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program pengawasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 - 2024
sehingga dapat terlaksana program pengawasan yang berkualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh jajaran Inspektorat Jenderal
dapat menjadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana secara
efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan kontribusi yang positif
dalam peningkatan kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal berisi mengenai visi,
misi, tujuan, sasaran strategis dan analisis potensi serta permasalahan
program pengawasan di masa mendatang. Perubahan RAP dapat
dilaksanakan agar sejalan dengan perubahan lingkungan eksternal

maupun internal.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan
kepada kita semua untuk melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan

yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen ini.

INSPEKTUR JENDERAL,

(s

MURTI UTAMI
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TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM CARA PERHITUNGAN ]

]umlah rekomendasi kebijakan Jumlah policy brief dari analisis atas hasil 4 4 4 4 4
berdasarkan hasil pengawasan Pengawasan 4 (empat) Program Prioritas
terhadap 4 (empat) Program Nasional/Program Strategis di lingkup Kementerian
Prioritas Nasional /Program Kesehatan yang dilakukan Inspektorat Jenderal
Strategis di lingkup Kementerian
Kesehatan
2 Persentase Satker KP/KD yang Jumlah akumulasi Satker KP/KD yang mendapatkan 40 50 60 70 80
telah memenuhi predikat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari
WBK/WBBM Kementerian Kesehatan RI dibagi dengan jumlah
(Kemenkes/Nasional) seluruh Satker KP/KD ditambah dengan jumlah
akumulasi Satker KP/KD yang mendapatkan
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dibagi
dengan jumlah seluruh Satker KP/KD dikali 100%
X Satker WBK Kemenkes
- ( ¥ Satker KP/KD )
+ (Z' Satker WBK /WBBM KemenPANRB) % 100%
X Satker KP/KD
3 Tingkat Kapabilitas APIP/ Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian 3 3 3 4 4
Internal Audit Capability Model Kesehatan oleh BPKP dalam 5 (lima) level
(IACM)
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INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 4 (empat) Program Prioritas
Nasional /Program Strategis di lingkup

Kementerian Kesehatan

DEFINISI OPERASIONAL

Rekomendasi Kebijakan adalah policy
brief yang dihasilkan dari analisis atas
hasil Pengawasan 4 (empat) Program
Prioritas Nasional /Program Strategis di
Lingkup Kementerian Kesehatan yang
dilakukan oleh Inspektorat dan
disampaikan kepada Menteri

Kesehatan

Persentase Satker KP/KD yang telah
memenuhi predikat WBK/WBBM
(Kemenkes/Nasional)

Satker KP/KD yang memenuhipredikat
WBK adalah Satker KP/KD yang
mendapatkan predikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
dari Kementerian Kesehatan RI dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Tingkat Kapabilitas APIP/ Internal
Audit Capability Model (IACM)

Tingkat Kapabilitas APIP/ Internal Audit
Capability Model (IACM) adalah Tingkat

Kapabilitas APIP Kementerian
Kesehatan hasil penilaian BPKP

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

2021 2022 2023 2024

113.966

120.804

128.052

135.735

143.879
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a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat I :

TARGET

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN T | aom | aen | s | e |
1 1 1 1

1 Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah policy brief dari analisis atas Hasil Pengawasan 1
berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Strategis di lingkup binaan Inspektorat I

Nasional /Program Strategis di
lingkup binaan Inspektorat I

2 Persentase Satker KP/KD dengan nilai | Jumlah akumulasi Satker KP/KD dengan nilai Persepsi 40 50 60 70 80
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 Anti Korupsi minimal 75 dibagi jumlah total satker KP/KD
pada lingkup binaan Inspektorat I binaan Inspektorat I dikali 100%

3 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi hasil penilaian Maturitas SPIP secara 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat I yang memiliki mandiri terhadap Satker KP/KD di lingkup binaan
nilai maturitas SPIP level 3 Inspektorat I pada Level 3 dibagi dengan seluruh Satker

KP/KD dikali 100%

4 Persentase rekomendasi hasil Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 60 65 70 75 80
pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibagi
yang ditindaklanjuti pada tahun dengan penjumlahan saldo awal tahun berjalan dengan

berjalan lingkup binaan Inspektorat] | rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang
baru di tahun berjalan dikali 100%

5 Persentase laporan keuangan satker Jumlah satker yang diintervensi dan tidak memiliki 100 100 100 100 100
lingkup binaan Inspektorat I yang rekomendasi catatan hasil reviu dibagi satker yang
memenuhi SAP dan pengendalian direncanakan direviu dikali 100%

intern yang memadai

6 Persentase DIPA satker lingkup Jumlah DIPA Satker yang tidak memiliki Catatan Halaman 75 80 85 90 95
binaan Inspektorat [ yang tidak [Va dibagi dengan jumlah Satker yang mendapatkan DIPA
memiliki catatan halaman IVa dikali 100%
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TARGET
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN 2020 2021 2022 2023 m
Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil 90 92 94 96 98
binaan Inspektorat [ yang Evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" dibagi dengan
memperoleh nilai hasil evaluasi jumlah Satker KP/KD yang dilakukan Evaluasi SAKIP
SAKIP dengan kategori "BB" dikali 100%
Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi Satker KP/KD yang 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat [ yang mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan
mengimplementasikan manajemen maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
risiko dengan maturitas level 3 dibagi dengan jumlah seluruh Satker KP/KD dikali 100%
dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya
Persentase pelaksanaan audit Jumlah audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat I 20 60 80 100 100
kinerja berbasis Teknologi Informasi yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi
lingkup Binaan Inspektorat I manajemen dibagi dengan seluruh jumlah aktivitas audit
yang dilakukan dikali 100%
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INDIKATOR KINERJA KEG

Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan terhadap
1 (satu) Program Prioritas
Nasional/Program Strategis di lingkup
binaan Inspektorat I

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
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DEFINISI OPERASIONAL

Rekomendasi Kebijakan adalah policy brief yang
dihasilkan dari analisis atas hasil Pengawasan satu
Program Prioritas Nasional/Program Strategis di
Lingkup Inspektorat I yang disampaikan kepada
Inspektur Jenderal untuk dilanjutkan kepada Menteri
Kesehatan

2021

2022

2023

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

Persentase Satker KP/KD dengan nilai
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 pada
lingkup binaan Inspektorat I

Satker KP/KD dengan nilai Persepsi Anti Korupsi
yang diukur dengan kriteria penilaian:

sangat baik: 85-100

baik: 75-84

cukup: 60-74

kurang: <60

Persentase satker KP/KD lingkup binaan
Inspektorat I yang memiliki nilai maturitas
SPIP level 3

Satker KP/KD yang memiliki nilai maturitas SPIP
level 3 yang diukur dari penilaian mandiri Maturitas
SPIP dengan lima tingkatan/level

Persentase rekomendasi hasil pengawasan
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
pada tahun berjalan lingkup binaan
Inspektorat I

Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
adalah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
yang tercatat sebagai saldo rekomendasi di
Inspektorat Jenderal

Persentase laporan keuangan satker
lingkup binaan Inspektorat I yang
memenuhi SAP dan pengendalian intern
yang memadai

Laporan Keuangan Satker yang memenuhi SAP
dan Pengendalian Intern yang memadai adalah
Laporan Keuangan yang telah dilakukan
aktivitas Pengawasan:

1. Pendampingan PIPK

2. Reviu PIPK

3. Reviu Realisasi Anggaran

4. Pemantauan dan Pengelolaan Aset dan
Barang Persediaan

5. Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan

6.Pendampingan PBJ serta Hasil Reviu Laporan
Keuangan telah ditindaklanjuti pada saat Reviu

2023 | 2024 |
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LAM JUTA RUPI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL -
2020 2021 2022 2023 2024
6 Persentase DIPA satker lingkup binaan Persentase DIPA Satker yang tidak memiliki catatan
Inspektorat | yang tidak memiliki catatan halaman IVa DIPA adalah DIPA yang berisi informasi
halaman IVa terkait anggaran yg diblokir, output cadangan atau hal

lainnya yang menjadi catatan hasil reviu RKA- K/L.
DIPA yang menjadi ukuran adalah DIPA awal satker.

7 Persentase satker KP/KD lingkup binaan Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil Evaluasi
Inspektorat I yang memperoleh nilai hasil SAKIP dengan kategori "BB" adalah Satker yang
evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" memperoleh predikat sangat baik dengan nilai angka

>70 sampai dengan 80 hasil Evaluasi SAKIP.

8 Persentase satker KP/KD lingkup binaan Satker KP/KD yang mengimplementasikan
Inspektorat I yang mengimplementasikan Manajemen Risiko adalah Satker KP/KD dengan
manajemen risiko dengan maturitas level Maturitas Level 3 yang telah menjalankan fungsi
3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pengendalian internal dan memastikan bahwa

Manajemen Risiko telah diterapkan sesuai dengan
ketentuan dan regulasi yang ada

9 Persentase pelaksanaan audit kinerja Pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan oleh
berbasis Teknologi Informasi lingkup Inspektorat I yang telah menggunakan aplikasi sistem
Binaan Inspektorat I informasi manajemen audit baik dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penyusunan laporan
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Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program
Prioritas Nasional /Program
Strategis di lingkup binaan
Inspektorat 11

Persentase Satker KP/KD dengan nilai
Persepsi Anti Korupsi minimal 75
pada lingkup binaan Inspektorat II

Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat Il yang memiliki
nilai maturitas SPIP level 3

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun
berjalan lingkup binaan Inspektorat II

Persentase laporan keuangan satker
lingkup binaan Inspektorat Il yang
memenuhi SAP dan pengendalian
intern yang memadai

Persentase DIPA satker lingkup
binaan Inspektorat Il yang tidak
memiliki catatan halaman IVa

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat II :

n INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN

Jumlah policy brief dari analisis atas Hasil Pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional /Program
Strategis di lingkup binaan Inspektorat II

Jumlah akumulasi Satker KP/KD dengan nilai Persepsi
Anti Korupsi minimal 75 dibagi jumlah total satker
KP/KD binaan Inspektorat II dikali 100%

Jumlah akumulasi hasil penilaian Maturitas SPIP secara
mandiri terhadap Satker KP/KD di lingkup binaan
Inspektorat II pada Level 3 dibagi dengan seluruh
Satker KP/KD dikali 100%

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibagi
dengan penjumlahan saldo awal tahun berjalan dengan
rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang
baru di tahun berjalan dikali 100%

Jumlah satker yang diintervensi dan tidak memiliki
rekomendasi catatan hasil reviu dibagi satker yang
direncanakan direviu dikali 100%

Jumlah DIPA Satker yang tidak memiliki Catatan Halaman
IVa dibagi dengan jumlah Satker yang mendapatkan DIPA
dikali 100%

Tanggal :

1 Februari 2021
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TARGET

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN T e m
7 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil 90 92 94 96 98
binaan Inspektorat Il yang Evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" dibagi dengan
memperoleh nilai hasil evaluasi jumlah Satker KP/KD yang dilakukan Evaluasi SAKIP
SAKIP dengan kategori "BB" dikali 100%
8 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi Satker KP/KD yang 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat Il yang mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan
mengimplementasikan manajemen maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
risiko dengan maturitas level 3 dalam | dibagi dengan jumlah seluruh Satker KP/KD dikali 100%
pelaksanaan tugas dan fungsinya
9 Persentase pelaksanaan audit kinerja | Jumlah audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat II 20 60 80 100 100
berbasis Teknologi Informasi lingkup | yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi
Binaan Inspektorat II manajemen dibagi dengan seluruh jumlah aktivitas audit
yang dilakukan dikali 100%
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NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1 Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas
Nasional/Program Strategis di
lingkup binaan

Inspektorat 11

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
1 Februari 2021

DEFINISI OPERASIONAL

Rekomendasi Kebijakan adalah policy brief yang
dihasilkan dari analisis atas hasil Pengawasan satu
Program Prioritas Nasional/Program Strategis di
Lingkup Inspektorat Il yang disampaikan kepada
Inspektur Jenderal untuk dilanjutkan kepada Menteri
Kesehatan

Tanggal :

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
2020 2021 2022 2023 | 2024 |

2 Persentase Satker KP/KD dengan nilai
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 pada
lingkup binaan Inspektorat II

Satker KP/KD dengan nilai Persepsi Anti Korupsi
yang diukur dengan kriteria penilaian:

sangat baik: 85-100

baik: 75-84

cukup: 60-74

kurang: <60

3 Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat II yang memiliki
nilai maturitas SPIP level 3

Satker KP/KD yang memiliki nilai maturitas SPIP
level 3 yang diukur dari penilaian mandiri Maturitas
SPIP dengan lima tingkatan/level

4 Persentase rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Jenderal yang
ditindaklanjuti pada tahun berjalan
lingkup binaan Inspektorat II

Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
adalah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
yang tercatat sebagai saldo rekomendasi di
Inspektorat Jenderal

5 Persentase laporan keuangan satker
lingkup binaan Inspektorat Il yang
memenuhi SAP dan pengendalian
intern yang memadai

Laporan Keuangan Satker yang memenuhi SAP
dan Pengendalian Intern yang memadai adalah
Laporan Keuangan yang telah dilakukan
aktivitas Pengawasan:

1. Pendampingan PIPK

2. Reviu PIPK

3. Reviu Realisasi Anggaran

4. Pemantauan dan Pengelolaan Aset dan
Barang Persediaan

5. Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan

6.Pendampingan PBJ serta Hasil Reviu Laporan
Keuangan telah ditindaklanjuti pada saat Reviu

- 13.776 |

39



Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

2022

2023

2024

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

2020 2021

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL

6 Persentase DIPA satker lingkup binaan | Persentase DIPA Satker yang tidak memiliki catatan
Inspektorat Il yang tidak memiliki halaman IVa DIPA adalah DIPA yang berisi informasi
catatan halaman [Va terkait anggaran yg diblokir, output cadangan atau

hal lainnya yang menjadi catatan hasil reviu RKA-
K/L. DIPA yang menjadi ukuran adalah DIPA awal
satker.

7 Persentase satker KP/KD lingkup Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil Evaluasi
binaan Inspektorat Il yang SAKIP dengan kategori "BB" adalah Satker yang
memperoleh nilai hasil evaluasi memperoleh predikat sangat baik dengan nilai angka
SAKIP dengan kategori "BB" >70 sampai dengan 80 hasil Evaluasi SAKIP.

8 Persentase satker KP/KD lingkup Satker KP/KD yang mengimplementasikan
binaan Inspektorat Il yang Manajemen Risiko adalah Satker KP/KD dengan
mengimplementasikan manajemen Maturitas Level 3 yang telah menjalankan fungsi
risiko dengan maturitas level 3 dalam | pengendalian internal dan memastikan bahwa
pelaksanaan tugas dan fungsinya Manajemen Risiko telah diterapkan sesuai dengan

ketentuan dan regulasi yang ada

9 Persentase pelaksanaan audit Pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan oleh

kinerja berbasis Teknologi
Informasi lingkup Binaan
Inspektorat I1

Inspektorat Il yang telah menggunakan aplikasi
sistem informasi manajemen audit baik dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan
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Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat III :

TARGET

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN m
1 Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah policy brief dari analisis atas Hasil Pengawasan 1 1 1 1 1
berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional /Program
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Strategis di lingkup binaan Inspektorat I11
Nasional /Program Strategis di
lingkup binaan Inspektorat II1
2 Persentase Satker KP/KD dengan nilai | Jumlah akumulasi Satker KP/KD dengan nilai Persepsi 40 50 60 70 80
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 Anti Korupsi minimal 75 dibagi jumlah total satker KP/KD
pada lingkup binaan Inspektorat I1I binaan Inspektorat III dikali 100%
3 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi hasil penilaian Maturitas SPIP secara 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat Il yang memiliki mandiri terhadap Satker KP/KD di lingkup binaan
nilai maturitas SPIP level 3 Inspektorat III pada Level 3 dibagi dengan seluruh
Satker KP/KD dikali 100%
4 Persentase rekomendasi hasil Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 45 50 55 65 75
pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibagi
yang ditindaklanjuti pada tahun dengan penjumlahan saldo awal tahun berjalan dengan
berjalan lingkup binaan Inspektorat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang
11 baru di tahun berjalan dikali 100%
5 Persentase laporan keuangan satker Jumlah satker yang diintervensi dan tidak memiliki 100 100 100 100 100
lingkup binaan Inspektorat I1I yang rekomendasi catatan hasil reviu dibagi satker yang
memenuhi SAP dan pengendalian direncanakan direviu dikali 100%
intern yang memadai
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Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021

Tanggal :

1 Februari 2021

TARGET
6 | Persentase DIPA satker lingkup | lingkup ]umlah DIPA Satker yang tidak memiliki Catatan Halaman
binaan Inspektorat III yang tidak IVa dibagi dengan jumlah Satker yang mendapatkan DIPA
memiliki catatan halaman IVa dikali 100%
Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil 90 92 94 96 98
binaan Inspektorat IIl yang Evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" dibagi dengan
memperoleh nilai hasil evaluasi jumlah Satker KP/KD yang dilakukan Evaluasi SAKIP
SAKIP dengan kategori "BB" dikali 100%
Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi Satker KP/KD yang 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat Il yang mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan
mengimplementasikan manajemen maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan
risiko dengan maturitas level 3 dalam | fungsinya dibagi dengan jumlah seluruh Satker KP/KD
pelaksanaan tugas dan fungsinya dikali 100%
Persentase pelaksanaan audit Jumlah audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat III 20 60 80 100 100
kinerja berbasis Teknologi yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi
Informasi lingkup Binaan manajemen dibagi dengan seluruh jumlah aktivitas audit
Inspektorat 111 yang dilakukan dikali 100%
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Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas
Nasional/Program Strategis di
lingkup binaan

Inspektorat III

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL

Rekomendasi Kebijakan adalah policy brief yang
dihasilkan dari analisis atas hasil Pengawasan satu
Program Prioritas Nasional/Program Strategis di
Lingkup Inspektorat Il yang disampaikan kepada
Inspektur Jenderal untuk dilanjutkan kepada Menteri
Kesehatan

Persentase Satker KP/KD dengan nilai

Persepsi Anti Korupsi minimal 75 pada

lingkup binaan Inspektorat III

Satker KP/KD dengan nilai Persepsi Anti Korupsi yang
diukur dengan kriteria penilaian:

sangat baik: 85-100

baik: 75-84

cukup: 60-74

kurang: <60

Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat Il yang memiliki
nilai maturitas SPIP level 3

Satker KP/KD yang memiliki nilai maturitas SPIP level
3 yang diukur dari penilaian mandiri Maturitas SPIP
dengan lima tingkatan/level

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Jenderal
yang ditindaklanjuti pada tahun
berjalan lingkup binaan Inspektorat
[11

Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
adalah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan yang
tercatat sebagai saldo rekomendasi di Inspektorat
Jenderal

Persentase laporan keuangan satker
lingkup binaan Inspektorat IIl yang
memenuhi SAP dan pengendalian
intern yang memadai

Laporan Keuangan Satker yang memenuhi SAP
dan Pengendalian Intern yang memadai adalah
Laporan Keuangan yang telah dilakukan aktivitas
Pengawasan:

1. Pendampingan PIPK

2. Reviu PIPK

3. Reviu Realisasi Anggaran

4. Pemantauan dan Pengelolaan Aset dan Barang
Persediaan

5. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
6.Pendampingan PBJ serta Hasil Reviu Laporan
Keuangan telah ditindaklanjuti pada saat Reviu

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

2020

2021

2022

2023
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Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL

Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

2020 2021 2022 2023 2024

6 Persentase DIPA satker lingkup binaan | Persentase DIPA Satker yang tidak memiliki catatan
Inspektorat III yang tidak memiliki halaman [Va DIPA adalah DIPA yang berisi informasi
catatan halaman IVa terkait anggaran yg diblokir, output cadangan atau hal

lainnya yang menjadi catatan hasil reviu RKA- K/L. DIPA
yang menjadi ukuran adalah DIPA awal satker.

7 Persentase satker KP/KD lingkup Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil Evaluasi
binaan Inspektorat Il yang SAKIP dengan kategori "BB" adalah Satker yang
memperoleh nilai hasil evaluasi memperoleh predikat sangat baik dengan nilai angka
SAKIP dengan kategori "BB" >70 sampai dengan 80 hasil Evaluasi SAKIP.

8 Persentase satker KP/KD lingkup Satker KP/KD yang mengimplementasikan Manajemen
binaan Inspektorat Il yang Risiko adalah Satker KP/KD dengan Maturitas Level 3
mengimplementasikan manajemen yang telah menjalankan fungsi pengendalian internal
risiko dengan maturitas level 3 dalam | dan memastikan bahwa Manajemen Risiko telah
pelaksanaan tugas dan fungsinya diterapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang

ada

9 Persentase pelaksanaan audit Pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan oleh

kinerja berbasis Teknologi
Informasi lingkup Binaan
Inspektorat III

Inspektorat III yang telah menggunakan aplikasi sistem
informasi manajemen audit baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan penyusunan laporan
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat IV :

CARA PERHITUNGAN

2020

TARGET

Jumlah rekomendasi kebijakan Jumlah policy brief dari analisis atas Hasil Pengawasan 1 1 1 1 1
berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional /Program
terhadap 1 (satu) Program Prioritas Strategis di lingkup binaan Inspektorat [V
Nasional/Program Strategis di
lingkup binaan Inspektorat IV
Persentase Satker KP/KD dengan nilai | Jumlah akumulasi Satker KP/KD dengan nilai Persepsi 40 50 60 70 80
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 Anti Korupsi minimal 75 dibagi jumlah total satker KP/KD
pada lingkup binaan Inspektorat IV binaan Inspektorat IV dikali 100%
Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi hasil penilaian Maturitas SPIP secara 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat [V yang memiliki mandiri terhadap Satker KP/KD di lingkup binaan
nilai maturitas SPIP level 3 Inspektorat IV pada Level 3 dibagi dengan seluruh
Satker KP/KD dikali 100%
Persentase rekomendasi hasil Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 65 70 75 80 85
pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibagi
yang ditindaklanjuti pada tahun dengan penjumlahan saldo awal tahun berjalan dengan
berjalan lingkup binaan Inspektorat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang
I\ baru di tahun berjalan dikali 100%
Persentase laporan keuangan satker Jumlah satker yang diintervensi dan tidak memiliki 100 100 100 100 100

lingkup binaan Inspektorat IV yang
memenuhi SAP dan pengendalian
intern yang memadai

rekomendasi catatan hasil reviu dibagi satker yang
direncanakan direviu dikali 100%
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

CARA PERHITUNGAN

TARGET

2024

2020 | 2021 | 2022 | 2023
6 Persentase DIPA satker lingkup Jumlah DIPA Satker yang tidak memiliki Catatan 40 50 60 70 80
binaan Inspektorat IV yang tidak Halaman [Va dibagi dengan jumlah Satker yang
memiliki catatan halaman [Va mendapatkan DIPA dikali 100%
7 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil 90 92 94 96 98
binaan Inspektorat [V yang Evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" dibagi dengan
memperoleh nilai hasil evaluasi jumlah Satker KP/KD yang dilakukan Evaluasi SAKIP
SAKIP dengan kategori "BB" dikali 100%
8 Persentase satker KP/KD lingkup Jumlah akumulasi Satker KP/KD yang 10 20 30 40 50
binaan Inspektorat [V yang mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan
mengimplementasikan manajemen maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan
risiko dengan maturitas level 3 dalam | fungsinya dibagi dengan jumlah seluruh Satker KP/KD
pelaksanaan tugas dan fungsinya dikali 100%
9 Persentase pelaksanaan audit Jumlah audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat IV 20 60 80 100 100
kinerja berbasis Teknologi yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi
Informasi lingkup Binaan manajemen dibagi dengan seluruh jumlah aktivitas audit
Inspektorat IV yang dilakukan dikali 100%
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m INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL

Jumlah rekomendasi kebijakan
berdasarkan hasil pengawasan
terhadap 1 (satu) Program Prioritas
Nasional/Program Strategis di
lingkup binaan Inspektorat [V

Rekomendasi Kebijakan adalah policy brief yang
dihasilkan dari analisis atas hasil Pengawasan satu
Program Prioritas Nasional/Program Strategis di
Lingkup Inspektorat IV yang disampaikan kepada
Inspektur Jenderal untuk dilanjutkan kepada Menteri
Kesehatan

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021

Tanggal : 1 Februari 2021

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
2022

2021 2023 2024
9.844 10.435 11.061 11.725 12.428

2 Persentase Satker KP/KD dengan nilai
Persepsi Anti Korupsi minimal 75 pada
lingkup binaan Inspektorat [V

Satker KP/KD dengan nilai Persepsi Anti Korupsi
yang diukur dengan kriteria penilaian:

sangat baik: 85-100

baik: 75-84

cukup: 60-74

kurang: <60

3 Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat IV yang memiliki
nilai maturitas SPIP level 3

Satker KP/KD yang memiliki nilai maturitas SPIP
level 3 yang diukur dari penilaian mandiri Maturitas
SPIP dengan lima tingkatan/level

4 Persentase rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Jenderal yang
ditindaklanjuti pada tahun berjalan
lingkup binaan Inspektorat IV

Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
adalah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
yang tercatat sebagai saldo rekomendasi di
Inspektorat Jenderal

5 Persentase laporan keuangan satker
lingkup binaan Inspektorat IV yang
memenuhi SAP dan pengendalian
intern yang memadai

Laporan Keuangan Satker yang memenuhi SAP
dan Pengendalian Intern yang memadai adalah
Laporan Keuangan yang telah dilakukan
aktivitas Pengawasan:

1. Pendampingan PIPK

2. Reviu PIPK

3. Reviu Realisasi Anggaran

4. Pemantauan dan Pengelolaan Aset dan
Barang Persediaan

5. Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan

6.Pendampingan PB] serta Hasil Reviu Laporan
Keuangan telah ditindaklanjuti pada saat Reviu
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Persentase DIPA satker lingkup binaan
Inspektorat IV yang tidak memiliki
catatan halaman IVa

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL

Persentase DIPA Satker yang tidak memiliki catatan
halaman [Va DIPA adalah DIPA yang berisi informasi
terkait anggaran yg diblokir, output cadangan atau
hal lainnya yang menjadi catatan hasil reviu RKA-
K/L. DIPA yang menjadi ukuran adalah DIPA awal
satker.

Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021

Tanggal : 1 Februari 2021

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat IV yang
memperoleh nilai hasil evaluasi
SAKIP dengan kategori "BB"

Satker KP/KD yang memperoleh nilai hasil Evaluasi
SAKIP dengan kategori "BB" adalah Satker yang
memperoleh predikat sangat baik dengan nilai angka
>70 sampai dengan 80 hasil Evaluasi SAKIP.

Persentase satker KP/KD lingkup
binaan Inspektorat IV yang
mengimplementasikan manajemen
risiko dengan maturitas level 3 dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya

Satker KP/KD yang mengimplementasikan
Manajemen Risiko adalah Satker KP/KD dengan
Maturitas Level 3 yang telah menjalankan fungsi
pengendalian internal dan memastikan bahwa
Manajemen Risiko telah diterapkan sesuai dengan
ketentuan dan regulasi yang ada

Persentase pelaksanaan audit
kinerja berbasis Teknologi
Informasi lingkup Binaan
Inspektorat IV

Pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan oleh
Inspektorat IV yang telah menggunakan aplikasi
sistem informasi manajemen audit baik dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan
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Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

e. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat Investigasi :

TARGET
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN CARA PERHITUNGAN | ‘
2022 | 2023 | 2024

1 Persentase pengaduan Jumlah pengaduan masyarakat berkadar 100 100 100 100 100
masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi dengan
pengawasan yang total pengaduan masyarakat yang berkadar
ditindaklanjuti pengawasan dikali 100%

2 Persentase rekomendasi hasil Jumlah rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu 45 50 55 65 75
audit dengan tujuan tertentu yang yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibagi dengan
ditindaklanjuti penjumlahan saldo awal tahun berjalan dengan

rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang
baru di tahun berjalan dikali 100%

3 Jumlah Satker yang telah Jumlah akumulasi Satker yang mendapatkan predikat 10 12 14 16 18
memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah
WBK/WBBM Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL ‘m

Persentase pengaduan

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang

masyarakat berkadar ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat

pengawasan yang mengandung informasi atau adanya indikasi

ditindaklanjuti terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh aparatur
Kementerian Kesehatan yang berpotensi
mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara
yang yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan atau
ADTT

2 Persentase rekomendasi hasil Rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang
audit dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil audit
ditindaklanjuti dengan tujuan tertentu yang telah ditindaklanjuti

3 Jumlah Satker yang telah
memperoleh predikat
WBK/WBBM Nasional

Satker yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM
Nasional adalah Satker yang mendapatkan predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

2023

2024 |
- 7873 |
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Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor :HK.02.02/1.1/35/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

f. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sekretariat :

TARGET
CARA PERHITUNGAN - oA -
| INDIKATOR KINERJA REGIATAN _m 2021 2022 2023 2024

Jumlah Hasil Analisis Jumlah Hasil Analisis Rekomendasi Laporan Hasil
Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan per program yang disampaikan kepada unit
Pengawasan per program Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

2 Nilai Reformasi Birokrasi pada Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal pada 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0
komponen pengungkit di lingkup komponen pengungkit berdasarkan hasil penilaian
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI atau Monitoring dan Evaluasi APIP
dengan bobot maksimal 60

| ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL T T

| 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
1

Jumlah Hasil Analisis Hasil Analisis Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan per 66.809 70.818 75.067 79.571 84.345
Rekomendasi Laporan Hasil program Kementerian Kesehatan adalah Hasil Analisis

Pengawasan per program Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan per program yang

Kementerian Kesehatan disampaikan kepada Unit Utama terkait di lingkungan

Kementerian Kesehatan

2 Nilai Reformasi Birokrasi pada Nilai Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit
komponen pengungkit di lingkup lingkup Inspektorat Jenderal adalah Nilai Reformasi
Inspektorat Jenderal Birokrasi Inspektorat Jenderal pada komponen

pengungkit berdasarkan hasil penilaian Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI atau Hasil Monitoring dan Evaluasi APIP
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